KEPALA DESA TEGOREJO
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA TEGOREJO
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG -

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TEGOREJO KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA TEGOREJO KECAMATAN PEGANDON,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaiwujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota
dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang RAPBDesa kepada camat atau sebutan lain, Camat
memutuskan dengan Surat Keputusan Camat Pegandon Nomor
: 140/29/2021 Tanggal, 16 Desember 2021 tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon
tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun 2022.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud
dalam huruf a,b dan ¢ maka perlu menetapkan Peraturan Desa
Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
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Mengingat + 1.  Undang-undangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7.  Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,
13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten di JawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;,

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
zegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambah_a.n Lembaran Negara Republik Indonesia

omor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentan
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahug
2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016Nomor 57, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
PelaksanaanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor199);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 pasal 5 ayat (4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorlll Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorll4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja PemerintahDesa (Berita
Negara Republik [ndonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2019
Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Desa; .
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2021 Tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
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24.  Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik  Indonesin  nomor 15 'I‘uhu;l 2021
’I‘emnn.g Tata Cara Pembentukan Pengeloln Kepiatan Dana
Bergulir Masyarakat Eks Program -Nasional Pc,mhcrdnyrmn

Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik
desa Bersama;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  205/PMK.07 /2019

tentang Pengelolaan Dana Desa;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07 /2021
tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2022

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07 /2021
tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menterl Keuangan
Nomor : 190 /PMK.07 /2021Tentang Pengelolaan Dana Desa
tahun 2022;

28. Peraturan Daecrah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri £ No.l,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021Nomor8 ) ;

30. Peraturan Daerah Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

31. Peraturan Bunati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Perubahan PeraturanBupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal
Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Kabupaten Kendal;

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 4€ Seri E No. 41);

33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa(Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No.
47);

34. Pperaturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal ( Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Kendal,

36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82
tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;

37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten
Kendal;

38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2¢ tahun 2021 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun
2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan
Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Kendal;
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39, Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 tahun 2021 tentang
Penpalokasinn Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daeranh Kepada Desa di Kabupaten Kendal,;

40, Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Angpgaran Pendapntan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022; (LembaranKerja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021
Nomor 14)

41, PeraturanBupati Kendal Nomor 97  Tahun 2021
TentangPenjnbaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah
Tahun 2022; (LembaranKerja Dacrah Kabupaten Kendal Tahun
2021 Nomor 97)

12, KeputusanBupati Kendal Nomor : 900 / 20 / 2021, tanggal
19Januari 2021 IentnnchnetnpanBesaranAlokasi Dana Desa
(ADD) Bagisetiapdesa di Kabupaten Kendal TahunAnggaran
2021;

43. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/342/2021 tentang
Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2021;

44, Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/372/2021 Tentang
Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar Hasil Perhitungan
Ragian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun
Anggaran 2019 Bagi Desa di Kabupaten Kendal;

45. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tegorejo Tahun Anggaran 2022,

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGOREJO
dan
KEPALA DESA TEGOREJO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TEGOREJO KECAMATAN PEGANDON TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN 2022

Menectapkan :

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

Rp. 2.526.809.085,-
Rp. 2.486.492.285 -

Surplus/Defisit Rp. 40.316.800,-
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 38.684.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 79.000.800,-

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 40.316.800,-

s SsocoE=E=S

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.
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Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
0. APB Deasn;

b. Daftar penyertnan modal,

Pasnl 4
Menetapkan  Peraturan Kepaln  Desa  tentang Penjabaran

;\nmumn Pendapatan  dan  Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBDesa,

Pasal 5
() Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan
untukpenanggulangan bencana, keadaan darurat,
danmendesalk.
(2)Pendanaan kegintan  sebagaimana  dimaksud pada ayat
(Imenggunakan anpggaran jenis belanja tidak terduga,
(3)Pemerintah Desa dapat melakukan kegintan penanggulangan
beneana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum
tersedia  anggarannya, yangselanjutnya diusulkan dalam
rancangan peraturan Desatentang perubahan APB Desa.
(‘W Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harusmemenuhi kriteria :
a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitaspemerintah
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggarandalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar
biasa dan/atau permasalahansosial, dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatanDesa
pada tahun berjalan;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseranantar
objek belanja; dan

¢. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahunberjalan.

d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran , APB Desa dan memberitahukannya Kkepada

Bupati.
Pasal 7 .
peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

i tahui, memerintahkan
Agar setiap orang dapat menge ,
psngundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Tegorejo
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Diundangkan di Tegorejo
Pada Tanggal, 24Desember 2021
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Ditetapkan di  : Tegorejo
a o 24 Desember2021

BERITA DAERAH DESA TEGOREJO KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 04
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